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(3)

(4)

()

merupakan kontraktor dengan kriteria:

a. sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki se-
cara langsung maupun tidak langsung oleh PT
Pertamina (Persero); dan

b. bertindak selaku operator dalam wilayah kerja
usaha hulu minyak dan gas bumi.

Dalam hal Kontrak Kerja Sama atas wilayah ker-
ja tersebut ditandatangani oleh Pemerintah dan
beberapa Kontraktor, Kontraktor yang bertindak
selaku operator. dalam wilayah kerja usaha hulu
minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Kontraktor yang
ditunjuk oleh Pemerintah selaku pihak yang ber-
tanggung jawab mengelola suatu wilayah kerja
usaha hulu minyak dan gas bumi.

Jumlah DMO Fee dan/atau Under Lifting kontrak- .

tor yang dapat diperhitungkan Pemerintah atas
Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)},
mengacu kepada besaran yang diatur dalam Kon-
trak Kerja Sama masing-masing Kontraktor dan
maksimum sebesar hak partisipasi (participating
interest} Kontraktor yang bersangkutan dalam
wilayah kerja usaha hulu minyak dan gas bumi.
Hak partisipasi (participating interest) sebagaimas~
na dimaksud pada ayat (4} merupakan besaran
hak Kontraktor dalam suatu wilayah kerja usaha
hulu minyak dan gas bumi berdasarkan persen-
tase kepemilikan sesuai Kontrak Kerja Sama.

Pasalt |l
Peraturan Menteri ini mulai bertaku pada tang-
gal diundangkan.
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1908

{BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA

TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 233/PMK.03/2015,
tanggal 21 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali ak-
tiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permo-
honan yang diajukan pada tahun 2015 dan ta-
hun 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Per-

pajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Ta- |

hun 2015 dan Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka lebih memberikan keseim-
bangan hak dan kewajiban Wajib Pajak, periu
melakukan penyempurnaan atas Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 ten-
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tang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tu-
juan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan
pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-
rubahan atas Peraturan Men teri Keuangan Nomor
191/PMK.Q10/2015 tentang Penilaian Kembali
Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Per-
mohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan
Tahun 2016;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.
010/2015° tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohaonan
vang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun
2016;

MEMUTUSKAN:

Mengingat :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 121/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN
KEMBALI AKTI{VA TETAP UNTUK TUJUAN PER-
PAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 ten tang Pe-
nilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan
bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015
dan Tahun 2016, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 3

{1) Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilaku-
kan terhadap sebagian atau seluruh aktiva
tetap berwujud vyang berada atau terletak
di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan un-
tuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang merupakan Objek Pajak,
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tabun.

(2) Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian
kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini
tidak dapat dilakukan penilaian kembali un-
tuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

waktu 5 (lima} tahun terhitung sejak penilaian

kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasar-

kan Peraturan Menteri ini. [

4
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah
dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 ber-
bunyi sebagai berikut:
Pasal 8

{1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan

aktiva tetap berupa:

a. aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelom-
pok 2 (dua), yang telah memperoleh kepu-
tusan persetujuan penilaian kembali sebe-
lum lewat jangka waktu 3 (tiga)} tahun;

b. aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelom-
pok 4 {empat), yang telah memperoleh
keputusan persetujuan penilaian kembali
sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) ta-
hun; atau

c. tanah dan/atau bangunan yang telah mem-
peroleh keputusan persetujuan penilaian
kembali sebelum lewat jangka waktu 1
{satu) tahun,

sejak dilakukannya penilaian  kembali, atas

selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di

atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan

tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat fi-
nal dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak

Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian

kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang

telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Men-
teri ini.

(1a) Tarif tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasitan

sebagaimana telah beberapa kali diubah |

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 bagi Wajib Pajak badan dalam
negeri atau BUT; atau

b. tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peng-
hasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak
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orang pribadi.

(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) waijib dilunasi paling lama 15
(lima belas) hari setelah akhir bulan terjadin-
ya pengalihan aktiva tetap tersebut.

{3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi:

a. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak yang
bersifat force majeur berdasarkan keputu-
san atau kebijakan pemerintah atau putu-
san pengadilan;

b. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dalam
rangka penggabungan, peleburan, atau
pemekaran usaha yang mendapat persetu-
juan Direktur Jenderal Pajak; atau

c. penarikan aktiva tetap Wajib Pajak dari
penggunaan karena mengalami kerusakan
berat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan/
atau tidak dapat berproduksi kembali.

(4) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap
Wajib Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada
saat pengalihan merupakan keuntungan atau
kerugian berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
.diubah terakhir dengan Undang Undang No-
mor 36 Tahun 2008.

Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga ber-

bunyi sebagai berikut:

Pasal 9

{1) Selisih lebih penitaian kembali aktiva tetap
Waijib Pajak di atas nilai sisa buku komersial
semula setelah dikurangi dengan Pajak Peng-
hasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dan Pasal & harus dicatat dalam laporan
keuangan Waijib Pajak.

(2) Pemberian saham bonus atau pencatatan
tambahan nilai nommal saham tanpa peny-
etoran yang berasal dari kapitalisasi selisih
lebih penilaian kembali aktiva tetap Waijib Pa-
jak, sampai dengan sebesar selisih lebih pe-
nilaian kembali aktiva tetap secara fiskal seb-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _ = '

khir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjaian.

{3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali se- |

cara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} lebih besar daripada selisih lebih penilaian
kembali secara komersial sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), pemberian saham bonus
atau pencatatan tambahan nilai nominal sa-

* ham tanpa penyetoran yang bukan merupak-
an Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat {2}, hanya sampai dengan sebesar selisih
penilaian kembali aktiva tetap secara komer-
sial. ’

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 digisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai
berikut: :
Pasal 9A
Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap
untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Dae-
rah, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian
kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah
di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Neg-
ara.

Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 11A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Per-
aturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundang-
kannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/
PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan
yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun
2016.

Pasal Il
' Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

agaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal
6, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah tera- ' nesia.
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

- MENTERI KEULANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ttd. : WIDODO EKATJAHJANA
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO i

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta TAHUN 2015 NOMOR 1916

Pada tanggal 21 Desember, 2015
 DIREKTUR JENDERAL L { BN )
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP
IMPOR PRODUK H SECTION DAN / SECTION DARI

NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
(Peraturan Menteri Keuangan R.| Nomor 242/PMK.010/2015,
tanggal 23 Desember 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. ‘bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)}
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
tentang Tindakan Antidumping, Tindakan imba-
lan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, ter-
hadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk
dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika
Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih ren-
dah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Keru-
gian;

menetapkan pengenaan bea masuk anti dump-
ing atas impor produk H Section dan ! Section
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/
PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk
Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan /
Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok;

c¢. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/
PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk
Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan /
Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 22
November 2015;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34

b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah’

dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No-
mor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidump-
ing, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengaman-
an Perdagangan, dalam hal Komite Anti Dumping
Indonesia menerima permohonan sunset review
untuk meminta perpanjangan pengenaan Bea
Masuk Anti Dumping, Komite Anti Dumping In-
donesia melakukan penyelidikan sunset review,
mengehai kemungkinan dumping dan kerugian
masih tetap berlanjut dan/atau dumping dan keru-
gian akan berulang kembali, jika pengenaan anti
dumping dihentikan;"

bahwa penyelidikan sunset review terhadap
pengenaan bea masuk anti dumping yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor. 195/PMK.011/2010 tentang Pengenaan
Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Sec-

“tion dan | Section dari Negara Republik Rakyat

Tiongkok, telah dilakukan oleh Komite Anti
Dumping Indonesia sebelum berakhirnya masa
berlaku Peraturan Menteri Keuangan tersebut;

bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sunset
review sebagaimana dimaksud pada huruf e,
Komite Anti Dumping Indonesia telah membuk-
tikan bahwa masih terjadi praktek dumping yang
dilakukan oleh negara-negara tertuduh, terjadi
peningkatan kinarja industri dalam negeri tetapi
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